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FAISAL IKHWANSYAH (B11110469), judul skripsi :Tinjauan Yuridis 
Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama 
(Studi Kasus Putusan No. 1384/Pid.B/2016/PN.Mks), di bawah bimbingan 
bapak Slamet Sampurno selaku pembimbing I dan bapak Amir Ilyas selaku 
pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil 
terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama 
dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1384/Pid.B/2016/PN.Mks 
dan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana 
terhadap pelaku tindak  pidana pembunuhan yang dilakukan secara 
bersama-sama dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 
1384/Pid.B/2016/PN.Mks. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri 
Makassar dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak yang 
berkompeten, dalam hal ini adalah hakim yang telah menangani perkara 
pembunuhan yang dilakukan secara besama-sama, serta mengambil salinan 
putusan yang terkait dengan pemecahan masalah tindak pidana 
pembunuhan yang dilakukan secara bersama sama Penilitian juga 
melakukan  studi kepustakaan dengan cara menelaah buku-buku, literature 
dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah-
masalah yang akan dibahas dalam  skripsi penulis. 
Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain adalah : (1) Penerapan 
hukum pidana materil terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan 
secara bersama-sama dalam putusan Nomor 1384/Pid.B/2016/PN.Mks yaitu 
melanggar Pasal 338 ayat (1) jo Pasal 55 KUHP. (2) Pertimbangan hakim 
dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap  tindak pidana pembunuhan yang 
dilakukan secara bersam sama. Dalam putusan nomor 1384/Pid.B/2016/PN. 
Mks berdasarkan alat-alat bukti yakni keterangan saksi dan keterangan 
terdakwa  disertai barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum 
serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka hakim 
menjatuhkan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun kepada terdakwa, 
menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
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A. LATAR BELAKANG MASALAH 
Setiap warga negara Indonesia wajib menaati peraturan hukum 
yang berlaku di negara kesatuan republik Indonesia. Warga negara 
yang lalai/sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga 
merugikan warga negara yang lain dengan kata lain melanggar 
peraturan yang telah ditetapkan atau diberlakukan, dikatakan bahwa 
warga negara tersebut “melanggar hukum” karena suatu kewajiban 
warga negara telah ditentukan oleh negara berdasarkan hukum. 
Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala dari 
manusia lain (Homo homini lupus), selalu mementingkan diri sendiri 
dan tidak mementingkan orang lain (Topo Santoso 2011:3) sehingga 
tidak menutup kemungkian bagi manusia untuk melakukan kesalahan 
kesalahan demi dirinya sendiri, baik itu di sengaja atau tidak di 
sengaja, sehingga perbuatan tersebut merugikan orang lain dan tidak 
jarang pula melanggar hukum. Kesalahan itu dapat berupa suatu 
tindak pidana ( delik ). 
Salah satu tindak pidana yang ada di dalam dinamika 
permasyarakatan adalah tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan 
adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk 




pembunuhan juga dikatan sebagai suatu tindakan yang sangat 
terkutuk dan sangat tidak berperikemanusiaan. Dipandang dari sudut 
agama, tindakan pembunuhan merupakan suatu tindakan yang 
sanagat tidak diperbolehkan. 
Dalam tindak pidana pembunuhan yang menjadi sasaran adalah 
adalah jiwa atau nyawa seseorang yang tidak dapat diganti oleh 
apapun itu. Dan perampasan itu sangat bertentangan dengan Undang 
Undang 1945 nyang berbunyi: “Setiap warga negara berhak untuk 
hidupDserta berhak untuk memepertahankan hidup dan 
kehidupannya”. 
Apabila dilihat didalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana 
yang selanjutnya disingkat dengan KUHP, segera dapat diketahui 
bahwa pembentuk Undang- Undang telah bermaksud untuk mengatur 
tentang ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan kejahatan 
yang ditujukan terhadap nyawa atau jiwa seseorang itu dalam buku ke 
II BAB ke XIX KUHP yang terdiri atas tiga belas pasal yakni dari pasal 
338 sampai dengan pasal 350. (P.A.F Lamintang,2012:11). 
Salah satu masalah yang sering muncul didalam dinamika 
permasyarakatan adalah pembunuhan, baik itu dilakukan secara 
perseorangan maupun dilakukan secara berkelompok atau dengan 
kata lain bersama sama. Tindak pidana pembunuhan adalah suatu 
bentuk kejahatan yang dilakukan terhadap jiwa seseorang dimana 




berlaku dan ada di dalam masyarakat. Tindakan pembunuhan 
bertentangan dengan norma agama dan adat istiadat. Sekaligus 
bertentangan dengan norma dan ketentuan hukum pidana dan 
melanggar hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup. 
Beberapa waktu belakangan ini terjadi fenomena sosial yang 
muncul didalam masyarakat. Dimana kejahatan tindak pidana 
pembunuhan tidak hanya dilakukan oleh satu orang akan tetapi sudah 
banyak terlihat tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara 
bersama sama atau dengan kata lain dilakukan secara berkelompok. 
Terahdap pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut akan 
dilakukan tindakan hukum sesuai dengan proses hukum yang berlaku. 
Dalam tindakan hukum tersebut, tindak pidana pembunuhan yang 
dilakukan oleh satu orang atau dengan kata lain pelaku tunggal 
dibedakan dengan tindak pidana yang dilakukan secara bersama 
sama atau berkelompok. 
Ada beberapa penggolongan peserta pelaku tindak pidana 
penyertaan yang terdapat dalam Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP 
yaitu, orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, 
orang yang tururt serta melakukan, orang yang sengaja menganjurkan 
dan pembantuan. 
Pasal-pasal tersebut merupakan dasar hukum yang menjadi 
acuan hakim untuk menentukan kedudukan pelaku dalam melakukan 




pidana penyertaan. Hakim dalam menentukan sanksi pidana terlebih 
dahulu harus menafsirkan pasal-pasal tersebut, dalam hal ini pelaku 
termasuk kategori apa, dan kemudian dapat mengambil putusan 
putusan sanksi pidana yang akan dikenakan kepada pelaku tindak 
pidana. 
Pada penelitian ini penulis meneliti putusan No 
1384/Pid.B/2016/PN.Mks tentang tindak pidana pembunuhan yang 
dilakukan secara bersama sama. Dalam hal ini terdakwa Reskiadi 
dipanggil oleh temannya karena temannya tersebut mempunyai 
masalah dengan korban. Merekapun pergi mencari orang tersebut 
bersama dengan teman-teman lainnya. Setelah bertemu di jalan, 
terdakwa bersama teman-temannya mengejar korban yang saat itu 
juga bersama salah satu temannya. Setelah itu mereka menganiyaya 
korban secara bersama-sama dan menyeretnya ke pinggir jalan. 
Salah satu teman terdakwa yang memang mempunyai masalah 
dengan korban langsung menikam korban dengan badik, terdakwa 
juga turut serta menikam korban sehingga menyebabkan korban 
tewas. Setelah. Perbuatan yang dilakukan pelaku merupakan 
perbuatan yang sangat keji dan tidak bermoral yang tentunya akan 
berdampak negatif di dalam keluarga korban dan pelaku. Dan juga 
pasti akan berdampak psikologis terhadap orang yang mempunyai 




Terjadinya pembunuhan juga tidak terlepas dari tidak adanya 
kontrol sosial dari masyarakat, baik terhadap pelaku maupun terhadap 
korban pembunuhan sehingga bisa saja memberi peluang untuk 
berkembangnya kejahatan ini. Apalagi pembunuhan yang 
direncanakan terlebih dahulu, ancaman hukumannya pastilah lebih 
berat dari pembunuhan biasa karena adanya unsur yang 
direncanakan terlebih dahulu (Pasala340aKUHP). Masalah 
pembunuhan berencana inipun setiap tahunnya selalu mengalami 
peningkatan yang diakibatkan oleh tingkat pendidikan, pendidikan 
moral, akhlak dan pendidikan agama yang tidak berjalan lagi sesuai 
fungsinya di dalam kehidupan bermasyarakat. 
Dari uraian di atas, penulis sekaligus peneliti tertarik untuk 
membahas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 
terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama 
sama dan juga membahas dari segi tinjauan yuridis atas dakwaan dan 
tuntutan dari jaksa, dengan tidak lupa mengaitkan dengan peraturan 
yang berlaku. Dengan tujuan untuk mengetahui apakah hal tersebut 
sudah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 
Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis memilih judul “Tinjauan 
Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan 







B. RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah : 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak 
pidana pembunuhan yang dikaukan secara bersama sama 
dalam perkara pidana No 1384/Pid.B/2016/PN.Mks ? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam 
memutus perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan 
secara bersama-sama dalam perkara pidana No. 
1384/Pid.B/2016/PN.Mks ? 
 
C. TUJUAN  DAN KEGUNAAN PENELITIAN 
Tujuan Penelitian : 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap 
tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama 
sama dalam putusan No.1384/Pid.B/2016/PN.Mks 
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam 
menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan 




1. Kegunaan Secara Teoritis 
Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan 




khususnya pengetahuan yang berhubungan dengan tindak 
pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama sama. 
2. Kegunaan Secara Praktis 
Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memeberikan 
manfaat secara praktis bagi penegak hukum dalam praktek 
pengambilan keputusan khususnya mengenai masalah 
























A. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
yang selanjutnya disebut KUHP,dikenal dengan istilah “straatbaar 
feit”. Istilah stratbaarfeit merupakan istilah asli bahasa Belanda 
yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan berbagai 
arti diantaranya yaitu: tindak pidana, delik, perbuatan pidana, 
peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata 
stratbaarfeit terdiri dari 3 kata, yakni straf, baar dan feit. Berbagai 
istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari stratbaarfeit itu, 
ternyata straf diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Kata baar 
diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata feit 
diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan 
perbuatan. (Adami Chazawi,2002:69). 
Simons mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan 
yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan 




(schuld) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (Roni 
Wiyanto,2012:160). Rumusan penegertian tindak pidana oleh 
simons dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan 
meliputi : 
a. Diancam dengan pidana oleh hukum. 
b. Bertentangan dengan hukum. 
c. Dilkukan oleh seseorang dengan kesalahan (schuld). 
d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya. 
 
Menurut Simons (Erdianto Efendi, 2011:98), berpendapat 
bahwa pengertian tidak pidana sebagai berikut : 
“Suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana 
oleh undang-undang,  bertentangan dengan hukum dan dilakukan 
dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung 
jawab” 
 
Lebih lanjut menurut Kanter dan Sianturi (Erdianto Efendi, 
2011:99), memeberikan pengertian tindak pidana sebagai berikut: 
“Tindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat,waktu dan 
keadann tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam 
dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, 
serta dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang (mampu 
bertanggung jawab)”. 
 
Sementara menurut Moeljanto berpendapat bahwa pengertian 
perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu 
aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana 




Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat diartikan bahwa 
tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia 
yang mana perbuatan tersebut melanggar apa yang dilarang atau 
diperintahkan oleh undang-undang dan diberikan sanksi berupa 
sanksi pidana. 
Tetapi sebelum itu, mengenai dilarang dan diancamnya suatu 
perbuatan, yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri 
,menegenai criminal act, ada dasar pokok, yaitu “asas legalitas” 
(Principle of legality). 
Asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada 
perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak 
ditentukan terlebih dahulu dalam perundang undangan.Hal ini 
dikenal dalam bahasa latin sebagai Nullum Delictum Nulla Poena 
Sine Pravia Lege Prorit (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa 
peraturan terlebih dahulu). 
Ucapan Nullum Delictum Nulla Poena Sena Pravia Lege Prorit 
berasal dari von Feurbach, sarjana hukum pidana Jerman (1755-
1833). Menurut von Feurbach (Moeljanto,2009: 27), asas legalitas 
mengandung 3 unsur yaitu: 
a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana 
jika hal itu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang 





c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut. 
 
 
2. Unsur-Unsur Tindak pidana 
Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya 
dirumuskan dalam peraturan perundang undangan pidana tentang 
perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. 
Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat 
yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga 
dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak 
dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya 
saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana apabila ada 
pelanggaran. 
Dalam menjabarkan suatu rumusan tindak pidana kedalam 
unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu tindakan atau 
perbuatan manusia. Dengan perbuatan itu seseorang telah 
melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang. 
Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang Undang 
Hukum Pidana (KUHP) pada umunya dapat dijabarkan ke dalam 
unsur unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. 
Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat dari diri si 
pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk 




hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur unsur yang ada 
hubungannya dengan keadaan keadaan, yaitu di dalam keadaan 
keadaan dimana tindakan tindakan dari si pelaku itu 
dilakukan.(Lamintang,1997:193). 
Unsur subjektif terdiri dari,yaitu: 
a. Kesengajaan atau kelalaian. 
b. Maksud dari suatu percobaan atau poging seperti yang 
dimaksud dalam pasal 53 ayat (1)KUHP. 
c. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan 
pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain. 
d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam 
pasal kejahatan menurut pasal 340 KUHP. 
e. Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP 
Unsur objektIf terdiri dari,yaitu: 
a. Sifat melanggar hukum 
b. Kualitas dari pelaku 
c. Kausalitas 
 
Unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut 
pandang (Adami Chazawi, 2002:79), yakni: 
a. Dari sudut pandang teoritis 
Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang 
tercermin pada bunyi rumusannya. 




Sudut pandang Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan 
tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu 
dalam pasal peraturan perundang undangan yang ada. Buku II 
KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu 
yang masuk kedalam kelompok kejahatan, dan Buku III memuat 
pelanggaran. 
Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap 
rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada 
pengecualian seperti pasal 351 (penganiyayaan). 
Unsur kesalahan dan melanggar hukum kadang-kadang 
dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan,sama sekali 
tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggung 
jawab. Di samping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain, 
baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara 
khusus untuk rumusan tertentu. 
Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP 
itu,dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu: 
a. Unsur tingkah laku 
b. Unsur melawan hukum 
c. Unsur kesalahan 
d. Unsur akibat konstitutif 
e. Unsur keadaan yang menyertai 
f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana 
g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana 
h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana 
i. Unsur objek hukum tindak pidana 
j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana 







Dari uraian di atas dapat disimpulkan unsur-unsur dari suatu tindak 
pidana,yaitu: 
 
a. Unsur objektif 
Unsur objektif adalah janji, kesempatan, kemudahan,   
kekayaan milik negara yang terdiri dari uang, surat atau akta dan 
tentu saja barang. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di 
luar diri pelaku tindak pidana, yang meliputi : 
1) Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau 
kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal 
pembunuhan (Pasal 338 KUHP), menganiyaya (Pasal 351 
KUHP). 
2) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat 
dalam delik materil atau delik yang dirumuskan secara 
material, misalnya pembunuhan, dan lain lain. 
3) Ada unsur melawan hukum, setiap perbuatan yang dilarang 
dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang 
undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, 





b. Unsur subjektif 
Unsur subjektif menjelaskan manusia yang dimaksud yang 
dapat diartikan dengan setiap orang, penyelenggara negara, 
pegawai negeri, maupun korporasi atau kumpulan orang yang 
berorganisasi.  
 
Unsur subjektif meliputi : 
1) Kesengajaan (dolus), dimana hal ini terdapat di dalam 
pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan 
kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338). 
2) Kealpaan (culpa), dimana hal ini terdapat di dalam 
perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan 
menyebabkan kematian (pasal 359 KUHP), dan lain lain. 
3) Niat (voornemen), dimana hal ini terdapat di dalam 
percobaan atau poging (Pasal 53 KUHP). 
4) Maksud (oogmerk), dimana hal ini trdapat dalam pencurian 
(Pasal 362 KUHP), pengerasan (Pasal 368 KUHP), 
penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain. 
5) Dengan rencana dahulu (metvoorbedachte rade) dimana hal 
ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 
KUHP), membunuh anak sendiri(Pasal 341 KUHP), 








B. Tindak Pidana Pembunuhan. 
1. Pengertian pembunuhan 
Wahbah Zuhali, (1986: 217). Para ahli hukum tidak 
memberikan pengertian atau defenisi tentang apa yang dimaksud 
dengan pembunuhan, akan tetapi banyak yang menggolongkan 
pembunuhan itu kedalam kejahatan terhadap nyawa (jiwa) orang 
lain. Pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau 
mencabut nyawa seseorang. 
Pengertian pembunuhan seperti ini di maknai bahwa perbuatan 
pidana pembunuhan tidak diklasifikasi apakah dilakukan dengan 
sengaja, atau tidak sengaja. Ini berarti bahwa tidak ada 
pembunuhan yang dibebaskan dalam tuntutan pidana bagi pelaku 
dari pembunuhan.  
Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang 
lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku 
harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang 
berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa 
opset dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa 




Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut sebagai 
pembunuh. Tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik 
materil bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan 
timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh 
undang-undang.  
Dalam KUHP ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan 
yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II dan 
XIX, yang terdiri dari 13 pasal, yakni pasal 338 KUHP – pasal 350 
KUHP. Dalam pasal 338 KUHP tindak pidana yang diatur 
merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok (Doodslag In Zijn 
Grondvorm) yang rumusannya adaalah : “Barang siapa dengan 
sengaja menghilangkan jiwa orang lain, diancam denga hukuman 
penjara selama-lamanya 15 tahun”. 
Unsur yang terdapat dalam pasal 338 KUHP tersebut yaitu :  
a. Barang siapa: ada yang orang tertentu yang melakukan  
b. Dengan sengaja:dalam ilmu hukum pidana, dikenal 3 jenis 
bentuk sengaja (dolus) yaitu: 
1. Sengaja sebagai maksud. 
2. Sengaja dengan keinsyafan pasti. 
3. Sengaja dengan keinsyafan kemungkinan/dolus eveltualis. 
 
c. Menghilangkan nyawa orang lain. 
Sebagian pakar mempergunakan istilah “merampas jiwa orang 




menghilangkan/merampas jiwa orang lain adalah pembunuhan. 
Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya 
suatu tindakan pidana pembunuhan, jika akibat berbuat 
meninggalnya orang lain tersebut belum terwujud. 
2. Unsur - Unsur Tindak Pidana Pembunuhan 
Mengenai pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang 
bunyinya antara lain sebagai berikut: 
Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang 
dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan dengan 
hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun (R Soesilo, 
1995:240). 
Dengan melihat rumusan pasal diatas kita dapat melihat unsur-
unsur tindak pidana pembunuhan yang terdapat di dalamnya, 
sebagai berikut: 
a. Unsur subjektif dengan sengaja. 
Pengertian dengan sengaja tidak terdapat dalam KUHP jadi 
harus dicari dalam karangan-karangan ahli hukum pidana, 
mengetahui unsur-unsur sengaja dalam tindak pidana 
pembunuhan sangat penting karena bisa saja terjadi kematian 
orang lain, sedangkan kematian itu tidak sengaja atau tidak 
dikehendaki oleh si pelaku. 
Secara umum Zainal Abidin Farid menjelaskan bahwa 





1) Sengaja sebagai niat; 
2) Sengaja insaf akan kepastian;  
3) Sengaja insaf akan kemungkinan (Zainal Abidin Farid, 
2007:262) 
 
Menurut Anwar mengenai unsur sengaja sebagai niat, 
yaitu(Anwar, 1994:89). 
Hilangnya nyawa seseorang harus dikehendaki, harus 
menjadi tujuan. Suatu perbuatan dilakukan dengan maksud 
atau tujuan atau niat untuk menghilangkan jiwa seseorang, 
timbulnya akibat hilangnya nyawa seseorang tanpa dengan 
sengaja atau bukan tujuan atau maksud, tidak dapat 
dinyatakan sebagai pembunuhan, jadi dengan sengaja berarti 
mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan 
jiwa seseorang.  
Sedangkan Prdjodikoro berpendapat sengaja insaf akan 
kepastian, sebagai berikut (Wirijono Projodikoro,2003:63). 
Kesengajaan semacam ini ada apabila sipelaku, dengan 
perbuatannya itu bertujuan untuk mencapai akibat yang akan 
menjadi dasar dari tindak pidana, kecuali ia tahu benar, bahwa 
akibat itu mengikuti perbauatan itu.  
Selanjutnya Lamintang mengemukakan sengaja insaf akan 
kemungkinan, sebagai berikut (Laden Marpaung,2012:58) 
Pelaku yang bersangkuatan pada waktu melakukan 




oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul 
suatu akibat lain dari pada akibat yang memang ia kehendaki. 
Berdasarkan  uraian  di  atas,   maka  dapat  disimpulkan  
bahwa unsur  kesengajaan  meliputi  tindakannya  dan  
obyeknya  yang artinya pelaku mengetahui dan menghendaki 
hialngnya nyawa seseorang dari perbuatannya. 
b. Unsur Obyektif:  
1) Perbuatan: menghilangkan nyawa; 
Menghilangkan nyawa orang lain hal ini menunjukan 
bahwa kejahatan pembunuhan itu telah menunjukan akibat 
yang terlarang atau tidak, apabila karena (misalnya: 
membacok) belum minimbulakan akibat hilangnya nyawa 
orang lain, kejadian ini baru merupakan percobaan 
pembunuhan (Pasal 338 jo Pasal 53), dan belum atau 
bukan merupakan pembunuhan secara sempurna 
sebagaimana dimaksudkan Pasal 338. 
Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) 
terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu: 
a) Adanya wujud perbuatan.  
b) Adanya suatu kematian (orang lain)  
c) Adanya hubungan sebab dan akibat (Causal Verband) 
antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain). 
(Adami Chazawi,2010;57) 
 
Menurut Wahyu Adnan, mengemukakan bahawa 




nyawa orang lain harus ada perbuatan walaupun perbuatan 
tersebut, yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang 
lain. Akibat dari perbuatan tersebut tidak perlu terjadi 
secepat mungkin akan tetapi dapat timbul. 
 
3.Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan. 
Dari ketentuan-ketentuan mengenai pidana tentang kejahatan-
kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang sebagaimana 
dimaksudkan di atas, kita juga dapat mengetahui bahwa 
pembentuk undang-undang telah bermaksud membuat pembedaan 
antara berbagai kejahatan yang dilakukan orang terhadap nyawa 
orang dengan memberikan kejahatan tersebut dalam lima jenis 
kejahatan yang ditujukan tehadap nyawa orang masing-masing 
sebagai berikut. 
a. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang 
lain dalam pengertiannya yang umum, tentang kejahatan mana 
pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat 
perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa orang yang 
tidak direncanakan terlebih dahulu yang telah diberi nama 
doodslag dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang 
lain dengan direncanakan terlebih dahulu yang telah disebut 
moord. Doodslag diatur dalam Pasal 338 KUHP sedang moord 




b. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa seorang 
anak yang baru dilahirkan oleh ibunya sendiri. Tentang 
kejahatan ini selanjutnya pembentuk undang-undang 
selanjutnya juga masih membuat perbedaan kesengajaan 
menghilangkan nyawa seseorang anak yang baru dilahirkan 
oleh ibunya yang dilakukan tanpa direncanakan terlebih dahulu 
yang telah diberi nama kinderdoodslag dengan kesengajaan 
menghilangkan nyawa seseorang anak yang baru dilahirkan 
ibunya sendiri dengan direncanakan terlebih dahulu yang telah 
disebut kindermoord. Jenis kejahatan yang terlabih dahulu itu 
oleh pembentuk undang-undang disebut kinderDoodslag dalam 
Pasal 341 KUHP dan adapun jenis kejahatan yang disebut 
kemudian adalah kindmoord diatur dalam Pasal 342 KUHP . 
c. Kejahatan berupa menghilangkan nyawa orang lain atas 
permintaan yang bersifat tegas dan bersunguh-sungguh dari 
orang itu sendiri, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 344 
KUHP.  
d. Kejahatan berupa kesengajaan mendorong orang lain 
melakukan bunuh diri atau membantu orang lain melakukan 
bunuh diri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 345 
KUHP.  
e. Kejahatan berupa kesengajaan menggugurkan kandungan 




kandungan meninggal dunia. Pengguguran kandungan itu yang 
oleh pembuat undang-undang telah disebut dengan kata 
afdrijving. Mengenai kejahatan ini selanjutnya pembuat 
undang-undang masih membuat perbedaan antara beberapa 
jenis afdrijving yang di pandangnya dapat terjadi dalam praktik, 
masing-masing yaitu: 
1) Kesengajaan menggugukan kandungan dilakukan orang 
atas permintaan wanita yang mengandung seperti yang 
telah diatur dalam Pasal 346 KUHP.  
2) Kesengajaan menggugurkan kandungan orang tanpa 
mendapat izin dahulu dari wanita yang mengandung seperti 
yang telah diatur dalam Pasal 347 KUHP.  
3) Kesengajaan menggurkan kandungan yang dilakukan 
orang dengan mendapat izin dahulu dari wanita yang 
mengandung seperti yang diatur dalam Pasal 348 KUHP.  
4) Kesengajaan menggugurkan kandungan seorng wanita 
yang pelaksanaannya telah dibantu oleh seorang dokter, 
seorang bidan, atau seorang permu obat-obatan, yakni 
seperti yang di atur dalam Pasal 349 KUHP. (P.A.F 
Lamintang, 2012:11-13) 
          4.Pembunuhan Berencana  
Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu dalam bahasa 




direncanakan lebih dahulu yang menghilangkan nyawa orang lain. 
Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, 
boleh dikatakan bahwa ini adalah pembunuhan biasa tersebut 
dalam Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan 
direncanakan terlebih dahulu (voor bedacterade) antara timbulnya 
maksud untuk membunuh dan pelaksanaannya itu masih ada 
tempo bagi si pembuat untuk tenang memikirkan. Misalnya, dengan 
cara bagaimana pembunuhan itu dilakukan. 
Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan arti Pasal 338 
ditambah dengan adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu. 
Lebih berat ancaman pidana pada pembunuhan berencana, jika 
dibandingkan dengan pembunuhan Pasal 338 maupun pasal 339. 
Pasal 340 dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh 
unsur dalam Pasal 338, kemudian ditambah dengan satu unsur lagi 
yakni “dengan rencana terlebih dahulu”. Oleh karena itu Pasal 340 
mengulangi lagi seluruh pasal 338, maka pembunuhan berencana 
dapat dianggap sebagi pembunuhan yang berdiri sendiri (een 
zelfstanciingmisdrijf) lepas dan lain dengan pembunuhan biasa 
dalam bentuk pokok. 
Pembunuhan dengan rencana dahulu atau disingkat dengan 
pembunuhan berencana adalah pembunhan yang paling berat 
ancaman pidananya dari segala bentuk kejahatan terhadap nyawa 




Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu 
menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan 
dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur 
hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. 
(R.Soesilo,1995;240 ) 
Rumusan Pasal 340 KUHP terdiri dari unsur-unsur: 
a) Unsur Subyektif  
1) Barang siapa 
Unsur barang siapa ditujukan kepada manusia yang 
melakukan, menyuruh melakukan ,turut melakukan, dan atau 
membantu melakukan, sehingga apabila kematian seseorang 
disebabkan oleh mahluk lain selain daripada manusia tidak 
termasuk dalam unsur tindak pidana pembunuhan berencana. 
Unsur barang siapa pada delik pembunuhan berencana 
adalah perbuatan manusia baik perbuatan secara langsung 
maupun perbuatan tidak langsung. Walaupun manusia 
tersebut tidak melakukan secara langsung akan tetapi dia 
termasuk sebagai pelaku delik pembunuhan berencana dilihat 
dari kesengajaan pelakunya yang memungkinkan agar 
terjadinya akibat yaitu kematian seseorang. 
2) Dengan sengaja 
Adapun unsur kesengajjan yang ada dalam pasal 340 




a. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), 
terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (sesuai 
dengan rumusan undang undang undang hukum pidana), 
adalah betul-betul perwujudan dari maksud atau tujuan dan 
pengetahuan dari pelaku. 
b. Kesengajaan sebagai kepastian (opzet bijzekeerheids-
bewustzin), kesengajaan dalam bentuk ini yang menjadi 
sandaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang 
merupakan salah satu unsur delik, disamping tindakan atau 
akibat akibat lainnya yang pasti atau terus terjadi. 
c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (Dolus Eventualis). 
Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan 
disebut juga disebut sebagai kesengajaan bersyarat atau 
Dolus Eventualis. 
3) Direncanakan lebih dahulu 
Dalam konteks Pasal 340 KUHP unsur yang direncanakan 
lebih dahulu mengandung 3 syarat yaitu: 
a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang; 
b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak 
sampai dengan pelaksanaan kehendak; 
c. Pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang. 
Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, adalah 




dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana batin 
yang tenang tidak tergesa gesa atau tiba tiba, tidak dalam 
keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Pemikiran yang 
pertimbangannya seperti ini hanya dapat dilakukan apabila 
dalam suasana tenang. Sebagaimana waktu memikirkan dan 
mempertimbangkan dengan mendalam dan akhirnya 
memutuskan kehendak untuk berbuat. 
Tiga unsur/syarat dengan rencana terlebih dahulu 
sebagaimana yang diterangkan di atas, bersifat kumulatif dan 
saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. 
Sebab bila sudah/terptus, maka sudah tidak ada lagi dengan 
rencana terlebih dahulu. 
Unsur dengan rencana terlebih dahulu,sudah terbentuk 
dengan telah terbentuknya syarat pertama dan syarat kedua 
Hanya dalam sudut pandang hukum pidana (Pasal 340) 
sepanjang kehendak yang ditunjang dengan berencana itu 
belum diwujudkan dalam pelaksanaan hal ini hanya 
membuktikan adanya rencana. Dalam hal ini syarat ketiga 
dapat dipandang penting sebagai syarat untuk membuktikan 
telah terjadinya pembunuhan berencana. 
Pendapat yang menyatakan bahwa unsur “ dengan 
rencana terlebih dahulu adalah bukan bentuk kesengajaan, 




Prof.Hermien HK (Chazawi,2007:85) menyatakan bahwa 
unsur ini bukan merupakan opzet, tetapi cara membentuk 
opzet, yang mana mempunyai 3 syarat yaitu : 
a. Opzet nya ini dibentuk setelah direnccanakan terlebih 
dahulu 
b. Dan setelah orang merencanakan opzet nya terlebih 
dahulu, maka yang penting ialah caranya opzet itu dibentuk 
“de vorm waarin opzet wordt geyormd” yaitu harus dalam 
keadaan tenagng “in koelen bloede” 
c. Dan pada umumnya , merencanakan pelaksanaan opzet itu 
memerlukan jangka waktu yang agak lama 
 
b) Unsur Objektif;  
1) Perbuatan : Menghilangkan nyawa;  
2) Objeknya  : Nyawa Orang Lain.  
Proses terbentuknya berencana memerlukan dan melalui 
syarat syarat terntentu. Sedangkan terbentuknya kesengajaan 
tidak memerlukan syarat-syarat sebagaimana syarat yang di 
perlukan bagi terbentuknya unsur “dengan rencana terlebih 
dahulu”. Terbentuknya kesengajaan, seperti kesengajaan pada 
Pasal 338 cukup terbentuk secara tiba-tiba. Proses terbentuknya 
unsur dengan rencana terlebih dahulu, tampak bahwa 




dalam unsur dengan rencanma terlebih dahulu. 
Tinjauan umum terhadap penyertaan 
1. Pengertian penyertaan (Deelmening) 
Kata Deelmening berasal dari bahasa Belanda dari kata 
Deenemen yang berarti meneyertai dan Deelneming di artikan 
sebagai penyertaan. Dalam hukum pidana sering terjadi suatu 
tindak piadana dilakukan lebih dari satu orang 
Menurut Satochid Kartanegara (Leden Marpaung 2005:77) 
Deelmening berarti satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih 
dari satu orang. 
Menurtu Leden Marpanung (2005:77) Deelneming memiliki dua 
sifat yaitu, Deelmening yang bersifat berdiri sendiri yaitu 
pertanggung jawaban dari setiap pelaku di hargai sendiri dan 
Deelneming yang tidak berdiri sendiri yaitu pertanggung jawaban 
dari pelaku digantungkan pada perbuatan pelaku lainnya. 
Di dalam KUHP Deelneming di atur dalam pasal 55 KUHP 
Pasal 55 KUHP 
1. Di hukum sebagai pelaku tindak pidana. 
a. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut 
melakukan perbuatan itu. 
b. Mereka yang memberi, menjanjiakn sesuatu, salah memakai 
kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, paksaan atau 




atau keterangan, sengaja membujuk supaya perbuatan itu 
dilakukan. 
2. Tentang orang-orang yang disebutkan belakangan, hanyalah 
perbuatan yang di bujuk dengan sengaja yang di perhitungkan 
beserta akibat-akibatnya 
2. Bentuk-bentuk Penyertaan 
a. Orang yang melakukan 
Dader dalam bahasa Belanda berarti pembuat. Kata dader 
berasal dari kata daad yang berarti membuat. Sedangkan dalam 
bahasa Inggris pelaku disebut dengan Doer 
b. Orang yang menyuruh melakukan (Doenpleger) 
Orang yang menyuruh melakukan berarti orang yang berniat 
untuk melakukan suatu delik. Namun, tidak melakukannya 
sendiri, tetapi melaksanakan niatnya dengan menyuruh orang 
yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Orang 
yang disuruh melakukan di sebut Manus Manistra. 
Orang yang disuruh melakukan perbuatan tersebut atau manus 
manistra dapat di minta pertanggungjawabannya atas perbuatan 
yang disuruhakan sehingga orang tersebut dapat di hukum. 
c. Orang yang turut melakukan (Medeplager) 
Orang yang turut melakukan atau orang yang secara bersama 





1. Harus ada kerjasama 
2. Harus ada kesadaran kerjasama 
Setiap orang yang sadar untuk melakukan suatu delik atau 
kejahatan secara bersama-sama, bertanggung jawab atas 
segala akibat yang timbul dari ruang lingkup kerja samanya. 
Artinya jika salah seorang pelaku melakukan tindak pidana 
yang berada di luar ruang lingkup tindak pidana maka pelaku 
tersebut mempertanggung jawabkan perbuatannya sendiri. 
d. Orang yang sengaja membujuk (uitlockker) 
Orang yang sengaja membujuk di atur dalam pasal 55 ayat (1) 
sub dua KUHP. Beberapa pakar berpendapat bahwa uitlockker 
termasuk deelmening yang berdiri sendiri. Secara umum orang 
yang sengaja membujuk dapat di artikan sebagai perbuatan 
yang menggerakkan orang lain melakukan suatu perbuatan 
terlarang dengan cara dan daya upaya. 
Orang yang senagaja membujuk dengan orang yang menyuruh 
melakukan memiliki persamaan yaitu sama sama menggerakkan 
orang lain untuk melakukan kehendaknaya. Sedangkan 
perbedannya adalah pada doenplogger orang yang disuruh 
melakukan tidak dapat dipertanggung jawabkan, sedangkan 
Uitlokker orang yang di suruh melakukan dapat 
memepertanggung jawabkan perbuatannya. Perbedaan antara 




membujuk tidak ditenyukan sedangkan dalam uitlokker cara 
membujuk ditentukan. 
 Menurut Laden Marpaung (2005: 85) unsur-unsur yang ada 
dalam Uitlokker yaitu: 
1. Kesengajaan pembujuk ditujukan kepada dilakukannya 
delik atau tindakan pidana tertentu oleh yang dibujuk. 
2. Membujuk dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 55 
ayat (1) sub dua KUHP yaitu dengan pemberian, 
perjanjian, salah memakai kekuasaan, menyalah 
gunakan kekuasaan, kekerasan, ancaman, tipudaya 
dan memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan. 
3. Orang yang dibujuk sungguh-sungguh telah terbujuk 
untuk melakukan tindak pidana tertentu. 
4. Orang yang terbujuk benar-benar melakukan tindakan 
pidana atau setidak-tidaknya percobaan poging. 
            e.Membantu (medeplichtgheid) 
Membantu atau medeplichtgheid di atur dalam pasal 56 KUHP 
 
B. Pidana dan Pemidanaan 
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan. 
Sejarah hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan 
pidana yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal dengan satu istilah 




umum untuk segala macam sanksi baik perda, administratif, disiplin 
dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan 
dengan hukum pidana. 
Menurut Van Hamel (P.A.F Lamintang, 1984: 47), mengatakan 
bahwa: 
Arti dari pidana itu adalah straf menurut hukum positif dewasa ini, 
adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah 
dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan 
pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari 
ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata 
karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan yang 
harus ditegakkan oleh negara. 
 
Adapun pengertian pemidanaan adalah tahap penetapan sanksi 
dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum  pidana. Kata “pidana” 
pada umumnya diartikan sebgai hukuman, sedangkan “pembinaan” 
diartikan sebagai penghukuman. 
Pemidanaan adalah tindakan yang diambil oleh hakim dalam 
untuk memidana seorang terdakwa melalui putusannya. Mengenai 
pengertian pemidanaan, Sudarto (M. Taufik Makarao, 2005: 16), 
mengemukakan sebagai berikut: 
Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat 
diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang 
hukumnya (berchten) menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu 
tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi 
juga perdata. 
 
Istilah penghukuman dapat disempitkan artinya, yaitu kerap kali 
disinonimkan dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan 




2.Teori dan Tujuan Pemidanaan. 
Ada tiga teori pemidanaan yang dikenal dalam hukum pidana 
menurut Antonius Sudirman (2009: 107-112), yaitu sebgai berikut: 
a. Teori absolut atau teori pembalasan; 
b. Teori relatif atau teori tujuan, dan 
c. Teori gabungan (Vereningings-Theorien). 
 
Selanjutnya penulis akan menguraikan satu persatu mengenai 
teori pemidanaan tersebut diatas, yaitu sebagai berikut: 
a. Teori absolut atau teori pembalasan 
Dikatan dalam teori ini, setiap kejahatan haruslah diikuti dengan 
pidana. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan 
kejahatan. Penganut teori pembalasan ini antara lan Kant dan 
Hogel. Mereka menganggap bahwa hukuman itu adalah suatu 
akibat dilakukannya suatu kejahatan. Sebab melakukan kejahatan, 
maka akibatnya harus dihukum. Hukuman itu bersifat mutlak bagi 
yang melakukan kejahatan. Semua perbuatan yang berlawanan 
dengan keadilan harus menerima pembalasan. 
Menurut Sthal (Adami Chazawi, 2002: 155), mengemukakan 
bahwa: 
Hukuman adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan 
Tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai 
abdi atau wakil Tuhan di dunia, karena itu negara wajib 
memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara setiap 
pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan 
pidana terhadap pelanggarannya. 
 




Berdasarkan teori ini, suatu kejahatan yang dilakukan tidak 
mutlak harus diikuti dengan suatu pidana atau hukuman. Penganjur 
teori ini antara lain Paul Anselm van Feurbach. 
Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan  teori 
absolut. Kalau dalam teori absolut, tindakan pidana dihubungkan 
dengan kejahatan, maka teori relatif ditujukan kepada hari-hari 
yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah 
berbuat jahat agar menjadi baik kembali. 
c. Teori gabungan (Vereningings-Theorien) 
Teori ini dipopulerkan oleh Hugo De Groot (Ilhami Basri, 2003: 
12), beranjak dari pemikiran bahwa sanya pidana merupakan sutu 
cara untuk memperoleh keadilan absolut, dimana selain bermuatan 
pembalasan bagi si pelaku kejahatan, sekaligus mencegah 
masyarakat lain sebagai pelaku kejahatan. 
Teori gabungan ini adalah teori kombinasi dari teori absolut dan 
relatif. Teori ini mensyaratkan bahwa pidana itu selain memberikan 
penderitaan jasmani dan psikologis, yang terpenting adalah 
memberikan pembinaan dan pendidikan. 
Namun demikian, satu hal yang senantiasa harus diingat 
adalah bahwa penjatuhan pidana merupakan sesuatu yang tidak 
bisa dihindari. Walaupun pemidanaan pada dasarnya merupakan 
bentuk pelanggaran HAM yang nyata, tetapi perampasan HAM 




dimaksudkan dengan tujuan yang lebih baik, yaitu memperbaiki si 
terpidana dan memulihkan keadaaan masyarakat serta harus 
dilakukan dengan patokan, standar dan prosedur yang ketat dan 
dapat dipertanggugjawabkan. Dengan demikian siafat pelanggaran 
HAM-nya menjadi hilang. 
Menurut Erdianto Effendi (2011: 141), pemidanaan mempunyai 
tujuan ganda, yaitu: 
a. Tujuan perlindungan masyarakat, untuk merehabilitasi dan 
meresosialisasikan si terpidana, mengembalikan keseimbangan 
yang terganggu akibat tindak pidana (reaksi adat) sehingga 
konflik yang ada dapat selesai. 
b. Tujuan yang bersifat spiritual Pancasila yaitu bahwa pemidanaan 
bukan dimaksudkan untuk menderitakan dan dilarang untuk 
merendahakan martabat manusia. 
3.Jenis-Jenis Pidana 
Dalam Pasal 10 KUHP, jenis-jenis pidana digolongkan menjadi 
dua, yaitu: 
1. Pidan pokok, dan 
2. Pidana tambahan. 
Untuk suatu kejahatan atau pelanggaran, hanya boleh 
dijatuhkan satu hukuman pokok, namun dalam beberapa hal yang 
ditentukan dalam undang-undang dapat pula ditambah dengan 




1. Pidana Pokok 
Berikut jenis-jenis pidana pokok yang dirumuskan dalam Pasal 
10 KUHP adalah sebgai berikut: 
a) Pidana mati 
Menurut Wirjono Prodjodikoro (2009: 175), tujuan 
hukuman mati selalu diarahkan kepada khalayak ramai agar 
dengan ancaman hukuman mati, akan takut melakukan 
perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan 
mereka dihukum mati. Berhubung dengan inilah pada zaman 
dahulu hukuman mati dilaksanakan di muka umum. 
Hukuman pidana mati yang berlaku di Indonesia diatur 
dalam Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 Tentang 
Tata Cara Pidana Mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di 
lingkungan peradilan umum dan militer. 
Penetapan tata cara pelaksanaan pidana mati ditetapkan 
oleh Presiden Soekarno pada tanggal 27 April 1946 dengan 
pertimbangan bahwa pelaksanaan hukuman mati yang ada 
sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa bangsa Indonesia, dimana 
pada saat sebelum penetapan presiden yang berlaku adalah 
hukuman gantung. 
Dalam Pasal 1 Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 
ini, secara tegas menyatakan bahwa pelaksanaan pidana mati 




umum maupun peradilan militer, dilakukan dengan ditembak 
sampai mati. 
b) Pidana penjara. 
Menurut P.A.F Lamintang (Amir Ilyas, 2012:110), 
menyatakan bahwa: 
Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana 
berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang 
terpidan, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut 
dalam sebuah lembaga permasyarakatan dengan 
mewajibkan orang untuk menaati semua peraturan tata 
tertib yang berlaku didalam lembaga permasyarakatan 
yang diakitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi 
mereka yang telah melanggar peraturan tersebut. 
 
Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka 
secara otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan 
yang juga ikut terbatasi, seperti hak untuk dipilih dan memilih 
(dalam kaitannya dengan pemilihan umum), hak memegang 
jabatan publik dan lain-lain. 
c) Pidana kurungan. 
Hal-hal yang diancam dengan pidana kurungan adalah 
delik yang dipandang ringan seperti delik culpa dan 
pelanggaran. 
Menurut Niniek Supardi (2007: 23), bahwa pidana 
kurungan adalah sebagai berikut: 
Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman 
perampasan kemerdekaan bagi si terhukum dari 
pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu 




merupakan perampasan kemerdekaan seseorang. 
 
d) Pidana denda 
Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah 
dijatuhi pidana denda oleh hakim/pengadilan untuk membayar 
sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu 
perbuatan yang dapat dipidana. Pidana denda ini dapat 
ditanggung oleh orang lain selama pelaku delik terpidana. 
Oleh karena itu, walaupun denda dijatuhkan terhadap 
terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara 
sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.  
Apabila terpidana tidak membayar uang denda yang telah 
diputuskan, maka konsekuensinya adalah harus menjalani 
kurungan (jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan 
pidana kurungan, Pasal 30 ayat (2) KUHP sebagai pengganti 
dari pidana denda. 
2. Pidana Tambahan 
Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah 
pidana pokok yang dijatuhkan. Pidana tambahan tidak dapat 
berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan 
barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif 
artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus. Dengan kata lain, 





Yang termasuk ke dalam jenis pidana tambahan adalah 
sebagai berikut: 
a) Pencabutan hak-kah tertentu 
Menurut ketentuan Pasal 34 ayat (1) KUHP, hak-hak yang 
dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan 
adalah: 
1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan 
yang tertentu; 
2. Hak memasuki Angkatan Bersenjata; 
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan 
berdasarkan aturan-aturan umum; 
4. Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas 
penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, 
pengampu atau pengampu pengawas atas orang yang 
bukan anak sendiri; 
5. Hak menjalan kekuasaan bapak, menjalan perwalian atau 
mengampuan atas anak sendiri; 
6. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu. 
 
b) Perampasan barang tertentu 
Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, 
seperti juga halnya pidana denda. Jenis barang yang dapat 
dirampas melalu putusan hakim, yaitu berupa barang-barang 
milik terhukum, yaitu barang yang diperoleh dengan 
kejahatan dan barang yang dipergunakan untuk melakukan 
kejahatan.  
Ketentuan mengenai perampasan barang-barang 
tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP yaitu: 




kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk 
melakukan kejahatan, dapat dirampas. 
2. Dalam hal pemindaan karena kejahatan yang tidak 
dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran dapat 
juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal 
yang telah ditentukan dalam undang-undang. 
3. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang 
bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi 
hanya atas barang-barang yang telah disita. 
4.Pengunguman putusan hakim. 
Pengunguman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP, 
yang mengatur bahwa: 
Apabila hakim memerintahkan agar putusan diumumkan 
berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang 
lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara 
melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana. 
Pidana tambahan ini hanya dapat dijatuhkan apabila secara 
tegas dirumuskan atau ditentukan berlaku untuk pasal-pasal tindak 
pidana tertentu, misalnya Pasal 128, Pasal 206, Pasal 361, Pasal 
377, Pasal 395 dan Pasal 405 KUHP. 
E.Pertimbangan Hakim 
Pertimbangan hakim artinya kita tidak lepas dari pembicaraan 




dalam memutus suatu perkara. Ketika hakim cenderung ekstrim hanya 
menggunakan satu jenis pendekatan saja, apakah itu pendekatan 
normatif, atau pendekatan empiris dan atau pendekatan filsufis saja, 
maka akan menghasilkan putusan yang menurut saja tidak adil. 
Ketiga jenis pendekatan ini oleh hakim, harusnya digunakan secara 
bersama-sama dan proporsional sehingga menghasilkan putusan 
yang proporsional pula 
 
Menurut Achmad Ali (2009: 178), ketiga jenis pendekatan itu ialah 
sebagai berikut: 
a. Pendekatan normatif 
Pendekatan normatif memfokuskan kajiannya dengan 
memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang 
mencakupi seperangkat asas-asas hukum, norma-norma 
hukum dan aturan-aturan hukum (tertulis maupun tidak tertulis). 
 
b. Pendekatan Empiris atau ilegal impirical 
Pendekatan empiris memfokuskan kajiannya dengan 
memandang hukum sebagai seperangkat realitas, seperangkat 
tindakan, dan seperangkat perilaku. 
 
c. Pendekatan filsufis 
Pendekatan filsufis memfokuskan kajiannya dengan 
memandang hukum sebagai seperangkat nilai-nilai moral serta 






Berikut akan penulis uraikan mengenai pendekatan-pendekatan 
atau pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi 
pidana kepada pelaku tindak pidana. 
1. Pertimbangan Normatif/ Yuridis 
Hukum atau sanksi yang diatur oleh hukum pidana yang mana 
membedakan hukum pidana dengan hukum yang lain. Hukum 
dalam hukum pidana ditujukan dalam rangka memelihara 
keamanan dan pergaulan hidup yang teratur. 
Berdasarkan maksud atau tujuan, hukuman dijatuhkan adalah 
untuk memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat 
kejahatan itu. Pada dasarnya tujuan pemberian hukuman adalah 
untuk memepertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan 
memperbaiki pribadi si pelaku. Demi timbulnya tata tertib hukum 
diperlukan implementasi tentang tujuan pemidanaan dan hukuman 
dapat seimbang. Mengenai hukum pidana tersebut dapat bersifat 
fleksibel dalam artian dapat diringankan atau diberatkan yang 
tentunya tetap diberlakukan adanya syarat yang menjadi jaminan 
kepastian hukum. 
Dalam memutuskan suatu perkara pidana, hakim harus 
mempunyai pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar dalam sutu 
putusan. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan yang 
diambil oleh hakim untuk memutuskan suatu perkara. Selain itu 




memberatkan bagi terdakwa keputusan dalam pemidanaan akan 
mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut 
langsung dengan perilaku tindak pidana maupun masyarakat 
secara luas. Keputusan yang dianggap tidak tepat, akan 
menimbulkan reaksi kontroversial sebab kebenaran dalam hal ini 
sifatnya relatif tergantung dari mana memandangnya. (Muladi dan 
Barda Nawawi Arief, 1998:52) 
Pasal 25 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 
Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa segala putusan 
pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan 
tersebut memuat pula pasal dijadikan dasar untuk mengadili. 
Berdasarkan Pasal 25 tersebut, maka dalam membuat suatu 
keputusan, hakim harus mempunyai alasan dan dasar putusan 
serta juga harus membuat pasal peraturan perundang-undangan 
yang bersangkutan atau sumber hukum yang dijadikan dasar untuk 
mengadili. Untuk mengambil suatu alasan dan dasar suatu 
putusan, hakim terlebih dahulu harus mempunyai pertimbangan-
pertimbangan yang berhubungan dengan terdakwa. Menurut Leden 
Marpaung,  putusan adalah: Hasil atau kesimpulan dari suatu yang 
telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang 
dapat berbentuk tulisan atau lisan. Ada juga yang mengartikan 
putusan sama dengan vonis tetap. Rumusan-rumusan yang kurang 




bukan ahli hukum. Dalam pembangunan hukum yang sedang 
berlangsung diperlukan kecermatan dalam penggunaan istilah-
istilah. (Leden Marpaung, 1992:406) 
Mengenai kata putusan yang diterjemahkan dari vonis adalah 
hasil dari pemeriksaan perkara disidang pengdilan seperti 
interlocutoire, yaitu keputusan antara atau keputusan sela. 
Preparatoire yaitu keputusan pendahuluan atau keputusan 
persiapan.aKeputusan provisionele yaitu keputusan untuk 
sementara. Negara Indonesia menganut asa “the persuasive of 
presedent” yang menurut asa ini hakim diberi kebebasan dalam 
memutuskan suatu perkara tanpa terkait dengan keputusan hakim 
terdahulu seperti yang dianut oleh negara yang menganut asas “ 
the binding force of president” sehingga seorang hakim dapat 
mengambil keputusan berdasarkan keyakinannya. Namun 
kebebasan itu tidak mutlak adanya, karena keputusan yang di ambil 
harus konstitusional tidak sewenang wenang dan berdasarkan alat 
bukti yang sah (Sudikno Mertokusumo,1999:107) 
2.Pertimbanagan sosiologis 
Pasal 5 ayat (1) Rancangan KUHP Nasional Tahun 1999-2000, 
menentukan bahwa dalam pemidanaan, hakim mempertimbangkan 
a. Kesalahan terdakwa. 
b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana. 
c. Cara melakukan tindak pidana. 
d. Sikap batin membuat tindak pidana. 




f. Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana. 
g. Pengaruh tindaj pidana terhadap masa depan pelaku. 
 
Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan kaidah 
kaidah,asas-asas dan keyakinan yang berlaku di dalam 
masyarakat. Karena itu pengetahuan tentang sosiologis, psikologis  








A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian ini adalah tempat dimana penulis dapat 
memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka 
penyususnan skripsi ini, maka penelitian akan dilaksanakan di wilayah 
Makassar, khususnya di instansi Pengadilan Negeri Makassar. 
Penulis memilih Makassar sebagai lokasi penelitian karena penulis 
menganggap karena Makassar merupakan salah satu wilayah di 
Indonesia timur yang kejadian tindak piadana pembunuhan sering 




perhatian oleh semua pihak yang terkait. Perkara yang akan diteliti 
tentang tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama 
sama No. 1384/Pid.B/2016/PN.Mks oleh peneliti adalah perkara yang 
terjadi di Makassar dan diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar. 
B. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
Adapun jenis dan sumber data yang dikumpulakn antara lain: 
1. Data primer, yaitu data yang bersumber dari hasil wawancara atau 
interview dengan aparat hukum sehubungan dengan pembunuhan 
berencana yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Makassar 
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kajian ke 
perpustakaan dengan membaca buku, karya ilmiah, peraturan 
perundang-undangan, internet, dokumen-dokumen, termasuk pula 
data yang bersumber dari Pengadilan Negeri Makassar serta 
bacaan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang di bahas 
dalam pemnelitian 
2. Sumber Data 
Adapun sumber data dalam penulisan : 
1. Sumber Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu sumber data 
lapangan sebagai salah satu pertimbangan hukum dari para 
penegak hukum yang menangani kasu sini dan masyarakat turut 
diresahkan akibat terjadinya tindak pidana ini 




data yang diperoleh dari hasil penelitian beberapa literatul dan 
sumber bacaan lainnya yang dapat mendukung penulisan skripsi 
ini 
C. Teknik pengumpulan data 
Dalam penulisan proposal ini , diguanakan metode pengumpulan 
data untuk memeperoleh data dan informsi yang melalui metode 
penelituan ( Library Research) 
1. Penelitian Kepustakaan (Library research) yaitu penelitian yang 
dilakuakn dengan menelaah berbagai bahan pustaka yang 
berhubungan dengan kasus dalam penelitain ini. 
2. Penelitin lapanagan (Field Research) yaitu penelitian yang 
dilakuakan langsung di lokasi penelitian dengan melakukan 
wawancara baik kepada hakim maupun pengacara Yang terkait 
dalam penulisan skripsi ini. 
 
D. Analisa Data 
 Data yang diperoleh dan dikumpulakn melalui penelitian di analisis 
secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut di deskripsikan dalam 
artian bahwa data akan menjelaskan, menguraikan, dan 
menggambarkan permasalahan dengan penyelesaian yang berkaitan 


















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil penelitian 
1. Duduk perkara 
Terdakwa RESKIADI baik bertindak sendiri sendiri maupun secara 
bersama sama yaitu saksi Muh. Ikram alias Ullas, Saksi Erwinsyah, Saksi 
Firmansyah, Saksi Resky alias Panjang, Saksi Waldi Gunawan (DPO), 
Kapee (DPO) (Masing-masing enututannya dilakukan terpisah) dalam 
ruang lingkup tanggung jawab masing masing, pada hari Rabu, tanggal 18 
Mei 2016 sekitar jm 02.00 WITA,atau sekitar waktu itu, atau setidak 




resa) Kecamatan Bontoala, atau setidak tidaknya pada tempat lain yang 
masih wilayh hukum Pengadilan Negri Makassar, dengan sengaja 
merampas nyawa orang lain, yaitu korban MUH. ALI IMRAN DJAFAR, 
mereka yang melakukan, mereka yang menyuruh melakukan dan yang 
turut serta melakuan yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain 
sebagai berikut : 
 Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di tas 
ketika terdakwa berada di Lr 3 jalan Rappocini bersama dengan saksi 
Firman, saksi Waldi. Kemudian datang Gunawan (DPO) menemui 
Terdakwa dan mengatakan bahwa dia ada masalah dengan temannya 
yaitu korban Muh. Ali Imran Djafar dan Gunawan menjelaskan jika korban 
biasa nongkrong di jlan Andalas, Selanjutnya Terdakwa bersama teman 
temannya dengan berboncengan sepeda motor menuju ke jalan Andalas. 
Pada saat di perjalanan Terdakwa bertemu dengan saksi Ikram alias Ullas 
dan Kappe yang selnjutnya begabung dengan terdakwa menuju ke 
Andalas. Pada saat di perempatan Jalan Buruh dan Jalan Andalas 
terdakwa bersama teman-temannya berpapasan dengan korban yang 
berboncengan dengan saksi Robert. Dan korban meneriaki Terdakwa 
bersama teman-temannya, lalu Gunawan mengatakan bawha itulah 
temannya yang dimaksud. Terdakwa bersama teman-temanya berputar 
arah dan langsung mengejar korban yang lari menuju Andalas 
 Saksi Resky alias Panjang dengan menngunakan busur yang 




korban bersama saksi Robert lari dengan meninggalkan motornya dan lari 
ke salah satu rumah warga untuk meminta pertolongan. Saksi Resky alias 
Pnjang merusak motor yang di gunakan korban. Selnjutnya terdakwa 
bersama temannya mengejar korban yang hendak masuk ke salah satu 
rumah warga. Namun mereka berhasil menangkap korban sedangkan 
Saksi Robert berhasil meloloskan diri. 
 Terdakwa bersama teman-temannya meneyeret korban ke pinggir 
jalan dan memukulinya, Selanjutnya Gunawan (DPO) dengan 
menggunakan pisau menikam dada sebelah kiri korban, selanjutnya 
datang terdakwa dengan menngunakan sebilah badik menikam 
tubuh korban yang mengenai bagian perut korban, Kappe (DPO) juga 
ikut menikam bagian belakang leher korban. 
 Pada saat warga sudah mulai berdatangan, terdakwa bersama 
teman temannya meninggalkan korban yang sudah tergeletak di pinggir 
jalan. Akibat perbuatan korban bersama teman-temannya korban Muh. Ali 
Imran Djafar di nyatakan meninggal dunia, sesuai dengan Visum et 
Repertum Nomor : Mt-14/V/2016/Forensik tanggal 20 mei 2016 yang 
dibuat oleh dr. Maluddin M., Sp.F pada RS BHAYANGKARA Makassar 
Instlasai Kedokteran Forensik. 
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Tersangka diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk 
Alternatif Subsideritas KESATU primer melanggar pasal 340 KUHP jo 




(1) ke-1 KUHP, ATAU KEDUA melanggar pasal 170 ayat(2) ke-3 KUHP; 
ATAU KETIGA melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP, ATAU KEEMPAT 
melanggar pasal 358 ayat (2) KUHP. 
 
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
1. Menyatakan terdakwa RESKIADI telah tebukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan 
sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa 
otang lain secara bersam-sama terhadap korban Alm. Muh. ALI 
IMRAN DJAFAR sebagaimana di atur dan di ancam pidana 
dalam pasal ke satu pimair pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) 
Ke 1 KUHP 
2. Menjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa RESKIADI 
dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh tahun) di 
kurangkan selama terdakwa di tahan dengan perintah agar 
terdakwa teteap ditahan 
3. Menyatakan barang bukti berupa : 
- 4 (empat) buah busuranak panah. 
- 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki ninja wana hjau 
- 2 (dua) lembar pakaian korban 
- 1 (satu) unit sepeda motor spacy warna hijau. 
4. Membebankan biaya perkara kepada tedakwa sebesar Rp 




4. Pertimabangan hukum hakim 
Berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan baik 
yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun tedakwa 
sendiri dan dihubungkan pula dengan barang bukti dalam perkara 
ini. 
Karena terdakwa dijukan dengan dakwaan alternatif 
Subsideritas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan 
dkwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di 
persidangan. Majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih 
dahulu dakwaan Alternatif kesatu Primer Pasal 340 KUHP yang 
berbunyi: 
 “Barang siapa dengan sengaja dan sudah 
direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, 
diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana 
mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling 
lama 20 tahun” 
Unsur-unsurnya sebagai berikut : 
1. Barang siapa; 
2. Dengan sengaja dan direncanakan; 
3. Menghilangkan nyawa orang lain; 
Sedangkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur: 




2. Mereka yang melkukan, yang menyuruh melakukan dan 
yang turut serta melakukan perbuatan. 
Ad 1. Unsur Barang siapa 
Yang dimaksud dengan barang siapa adalah manusia      
sebagai subjek hukum merupakan pendukung hak dan 
kewajibannya serta mampu untuk mempertanggung 
jwawabkan perbuatannya di hadapan hukum. 
Dipersidangan setelah JPU membacakan surat dakwaan 
yang menghadapkan terdakwa RESKIADI dimana sewaktu 
majelis Hakim menanyakan tentang kebenaran identitasnya 
sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut, Terdakwa 
menyatakan identitas tersebut adalah benar dan selama 
proses persidangan ternyata terdakwa dapat emnjawab 
segala pertanyaan yang diajukan kepadanya maka tidak 
terjadi Error In Persona atau kesalahan orang dan Terdakwa 
termasuk orang yang mampu memeprtanggung jawabkan 
perbuatannya di muka hukum. Oleh karena itu menurut 
majelis hakim, unsur barang siapa telah terpenuhi. 
Ad 2. Unsur dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu 
Yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu adalah       
antara niat dengan pelaksanaanya ada waktu berfikir pada 
Terdakwa untuk mengatur rencana, cara bagaimana 




sempit, tetapi juga tidak perlu terlau lama, yang penting si 
pelaku masih dapat berfikir dengan tenang apakah ia akan 
membatalkan niatnya atau meneruskan rencananya. 
Sesuai keteragan saksi-saksi menerangkan bahwa 
Gunawan memberitahu saksi-saksi kalau ada maslah 
dengan korban, lalu mengajak mereka ke jalan Andalas 
karena korban sering nongkrong di tempat itu. Saat dalam 
perjalanan mereka bertemu dengan korban di perempatan 
dan langsung mengejar korban yang berboncengan dengan 
saksi Robert. Saksi Resky alias Panjang langsung 
meepaskan anak busurnya kepada korban. Korban dan 
saksi Robert berusaha lari ke rumah warga, namun koban 
berhasil di tangkap oleh terdakwa bersama kawan-
kawannya sementara saksi Robert berhasil lolos. Gunawan 
menyeret korban ke pinggir jalan, Selanjutnya Gunawan 
langsung menikam dada sebelah kiri korban. Twrdakwa 
RESKIADY menikam menggunakan badik sebanyak satu 
kali ke tubuh korban. 
Meskipun Terdakwa menyangkal beita acara Pemeriksaan 
Penyidikan namun penyangkalan terdakwa tersebut tidak 
beralasan sehingga keterangan terdakwa dalam berita acara 
penyidikan sebagai tersangka membuktikan bahwa 




Berdasarkan keterangan para saksi bahwa Gunawan 
memang sudah memberitahu kepada Terdakwa dan kawan-
kawannya bahwa ia ada masalah dengan korban lalu 
mereka dan Terdakwa ikut mencari korban maka Unsur 
sengaja telah terpenuhi, Namun demikian dari keterangan 
para saksi serta Terdakwa tidak ada yang menunjukan 
mereka sebelumnya merencanakan bagaimana caranya dan 
apa yang hendak di lakukan setelah bertemu dengan korban 
maka Majelis hakim memeperoleh kesimpulan bahwa 
perbuatan yang dilakukan saksi dan Terdakwa merupakan 
perbuatan spontan, oleh karena itu Unsur direncanakan  
menurut majelis hakim tidak terpenuhi. 
Karena salah satu unsur dalam pasal 340 KUHP dalam 
dakwaan altenatif subsideritas Kesatu primer tidak terpenuhi 
maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan 
tindak pidana dalam dakwaan alternatif subsideritas Kesatu 
Pasal 340 KUHP dan harus dibebaskan dari dakwaan 
tersebut. 
Selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan 
alternatif subsideritas Kesatu subsider Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 
ayat (1) ke 1 KUHP yang bunyinya : 
“Barang siapa merampas nyawa orang lain, diancam karena 




Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP mengandung 
unsur unsur : 
1. Barang siapa 
2. Dengan sengaja 
3. Menghilangkan nyawa orang lain 
Sedangkan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP mengandung unsur 
1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana  
I. Mereka yang melkukan, yang menyuruh melakukan 
dan yang turut serta melakukan perbuatan. 
 
    Ad. 1. Unsur Barangsiapa 
Unsur barang siapa ini telah diertimbangkan dalam dakwaan 
alternatif subsideritas Kesatu primer dan dinyatakan telah terpenuhi 
dan di jadikan pertimbanagan unsur barangsiapa dalam dakwaan 
alternatif subsideritas Kesatu subsider, oleh arena itu unsur barang 
siapa telah terpenuhi. 
    Ad. 2. Unsur dengan sengaja 
 Unsur dengan sengaja ini telah dipertimangkan pula dalam          
dakwaan alternatif subsideritas Kesatu primer dan dinyatakan telah 
terpenuhi dan dijadikan pertimbanagan unsur dengan sengaja dalam 
dakwaan alternatif subsideritas kesatu subsider, oleh karena itu unsur 
dengan sengaja telah terpenuhi. 




 Berdasarkan keterangan saksi-saksi tentang kronologis kejdian dan 
sesuai dengan visum et Repertum Nomor : Mt-14/V/2016/Forensik 
tanggal 20 mei 2016 yang dibuat oleh dr. MALUDDIN M., Sp.F. pada 
RS. BHAYANGKARA Makassar Instalasi kedokteran forensik 
menyatakan korban Muh. Ali Imran Djafar meninggal dunia 
berdasarkan: 
- Luka tusuk pada dada kiri dan perut kiri dapat sesuai 
persentuhan tajam. 
- Luka pada kepala belakang disertai pendarahan aktif. 
Kematian korban dapat berhubungan dengan luka tusuk pada dada 
kiri. Berdasarkan pertimabangan tersebut maka unsur merampas 
nyawa orang lan telah terpenuhi. 
Selnjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal 55 ayat(1) ke 
1 KUHP yang unsur unsurnya 
1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana 
- Mereka yang melakukan, mereka yang menyuruh 
melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. 
Majelis hakim berpendapat karena mereka saksi-saksi dan 
terdakwa sudah diberitahu oleh Gunawan kalau Gunawan ada masalah 
dengan korban lalu saksi-saksi dan Terdakwa ikut pergi mencari 
korban. Setelah para saksi memukuli korban dan menyeretnya ke 
pinggir jalan, Gunawan menikam dada sebela kiri korban, Terdakwa 




mereka bersama-sama melakukan perbuatannya himgga 
mengakibatkan korban meninggal dunia menurut Majelis Hakim telah 
ada kerja sama di antara mereka oleh karena itu unsur ini telah 
terpenuhi. 
Berdasarkan uraian pertimbanagan tersebut diatas, maka seluruh 
unsur-unsur dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP 
telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa 
terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana sebagaimna yang didakwakan oleh jaksa 
penuntut umum dalam dakwaan Alternatif Subsideritas Kesatu 
Subsider. 
Oleh karena itu kesalahan terdakwa sebagaimana tedalam 
dakwaan tersebut dalam dakwaan JPU telah terbukti, sedangkan 
dalam perkara ini tidak ditemukan adanya suatu fakta yang dapat 
dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat 
menghapuskan atau meniadakan pemidanaan atas diri terdakwa 
sehingga dengan demikian terdakwa patut dijatuhi pidana yang 
setimpal dengan kesalahannya tersebut. 
Oleh karena Terdakwa dalam emeriksaan perkara ini Terdakwa 
ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang 
telah dijalani oleh terdakwa dikurangi pidana yang di jatuhkan. 




1. Menyatakan Terdakwa RESKIADI tidak terbukti secara sah 
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam 
dakwaan alternatif subsideritas kesatu primer. 
2. Membebaskan Tedakwa dari dakwaan altenatif 
subsideritas Kesatu Primer tersebut. 
3. Menyatakan Terdakwa RESKIADI terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta 
melakukan Pembunuhan” 
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana 
penjara selama 12( dua belas ) tahun. 
5. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap  dan ditahan 
dikurangkan seluruh dari pidana yang dijatuhkan 
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam 
tahanan. 
7. Menetapkan barang bukri berupa : 
 Empat buah busur atau anak panah 
 Satu unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau 
 Dua lembar pakaian korban 
 Satu unit sepeda motor Honda spacy warna hijau 






 Untuk mencapai kebenaran materil yaitu kebenaran yang 
selengkap lengkapnya pada Putusan perkara Nomor : 
1348/PID.B/2016/PN.Mks tentang pembunuhan yang dilakukan secara 
bersama sama, Majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar telah  meneliti 
secara cermat dan seksama semua perbuatan, kejadian atau keadaan-
keadaan yang berlangsung selama persidangan dimana fakta-fakta yang 
digali dari alat-alat bukti yang berupa saksi-saksi, keterangan terdakwa 
dan barang bukti, ternyata bersesuaian satu sama lainnya sehingga 
memperoleh keyakinan bahwa benar perbuatan terdakwa terbukti 
melakukan Tindak Pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama 
sama dan melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 
1. Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana Pembunuhan 
Yang di lakukan Secara Bersama-sama dalam putusan Nomor : 
1384/PID.B/2016/PN.Mks 
 Hukum pidana materil merupakan isi atau subtansi dari hukum 
pidana itu sendiri, disini hukum pidana bermakna abstrak atau dalam 
keadaan diam. Sedangkan hukum pidana formil bersifat nyata atau 
konkrit, disini hukum pidana dalam keadaan bergerak atau dijalankan 
atau berada dalam suatu proses. 
Sebelum membahas bagaimana penerapan hukum pidana materil 




sebenarnya yang dimaksud dengan hukum pidana materil. Terkait 
dengan hal itu, Simons menyatakan bahwa: 
Hukum pidana materil mengandung petunjuk-petunjuk dan 
uraian-uraian delik, peraturan-peraturan tentang syarat-syarat hal 
dapat dipidananya seseorang (strafbaarfeit), orang yang dapat 
dipidana dan ketentuan tentang pidananya, ia menetapkan siapa 
dan bagaimana orang itu dapat dipidana”. 
Selain itu, penjelasan mengenai hukum pidana materil juga dapat 
dijumpai dalam definisi hukum pidana yang dikemukakan oleh 
Moeljatno, yang mengatakan bahwa: 
Hukum pidana adalah sebagian dari keseluruhan hukum yang 
berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-
aturan untuk (1) menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak 
boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau 
sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang 
melanggar larangan tersebut. (2) menentukan kapan dan dalam hal 
apa kepada mereka yang telah melanggar lerangan-larangan itu 
dapat dSikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang 
diancamkan”. 
Dari dua pendapat ahli di atas, baik simons maupun moeljatno 
berpendapat bahwa orang yang dapat dipidana adalah orang yang dalam 
keadaan tertentu telah melakukan suatu perbuatan, yang mana perbuatan 
tersebut telah diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai 
perbuatan yang dapat dihukum. Dalam putusan perkara tersebut, Jaksa 
Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan menggunakan dakwaan 
berbentuk Alternatif Susideritas yaitu KESATU Primer melanggar pasal 340 
KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsider melnggar Pasal 338 KUHP 




KUHP, ATAU KETIGA melanggar pasal 351 ayat(3) KUHP, ATAU KEEMPAT 
melanggar pasal 358 ayat(2) KUHP. 
Dikemukakan oleh A. Karim Nasution ( Hamzah, 1987:17) 
memberikan pengertian tentang surat dakwaan sebagai berikut: 
“Tuduhan adalah suatu surat akte yang memuat suatu 
perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara 
dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang 
merupakan dasar bagi Hakim untuk melakukan pemeriksaan”. 
Terkait dengan dakwaan dalam putusan ini, Jaksa Penuntut Umum 
menggunakan dakwaan berbentuk Alternatif Subsideritas, yang dimaksud 
deengan dakwaan Alternatif adalah dalam surat dakwaan ini terdapat 
beberapa dakwaan yang disusn secara berlapis, lapisan yang satu 
merupakan Alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan 
lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang 
Tindak Pidana mana yang paling tepat dan dapat dibuktikan. Dalam dakwaan 
Alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu 
dakwaan saja yang di buktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan 
jika salah satu terbukti maka dakwaan pda lapisan lainnya tidak perlu di 
buktikan lagi. Dalam bentuk surat dakwaan ini, antara lapisan satu dengan 
yang lainnya menggunakan kata sbung atau. 
Mendasar pada penuntutan yang dilakukan pleh Jaksa Penuntut 
Umum dengan dakwaan Alternatif Subsideritas dengan dakwaan 
KESATU Primer Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 




1. Unsur Barangsiapa 
 
Yang dimaksud dengan barang siapa adalah manusia      
sebagai subjek hukum merupakan pendukung hak dan 
kewajibannya serta mampu untuk mempertanggung 
jwawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dipersidangan 
setelah JPU membacakan surat dakwaan yang 
menghadapkan terdakwa RESKIADI dimana sewaktu 
majelis Hakim menanyakan tentang kebenaran identitasnya 
sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut, Terdakwa 
menyatakan identitas tersebut adalah benar dan selama 
proses persidangan ternyata terdakwa dapat emnjawab 
segala pertanyaan yang diajukan kepadanya maka tidak 
terjadi Error In Persona atau kesalahan orang dan Terdakwa 
termasuk orang yang mampu memeprtanggung jawabkan 
perbuatannya di muka hukum. Oleh karena itu menurut 
majelis hakim, unsur barang siapa telah terpenuhi. 
2. Unsur dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu 
Yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu adalah       
antara niat dengan pelaksanaanya ada waktu berfikir pada 
Terdakwa untuk mengatur rencana, cara bagaimana 
pembunuhan itu akan dilaksanakan. Waktu itu tidak boleh 
sempit, tetapi juga tidak perlu terlau lama, yang penting si 




membatalkan niatnya atau meneruskan rencananya. Sesuai 
keteragan saksi-saksi menerangkan bahwa Gunawan 
memberitahu saksi-saksi kalau ada maslah dengan korban, 
lalu mengajak mereka ke jalan Andalas karena korban 
sering nongkrong di tempat itu. Saat dalam perjalanan 
mereka bertemu dengan korban di perempatan dan 
langsung mengejar korban yang berboncengan dengan 
saksi Robert. Saksi Resky alias Panjang langsung 
meepaskan anak busurnya kepada korban. Korban dan 
saksi Robert berusaha lari ke rumah warga, namun koban 
berhasil di tangkap oleh terdakwa bersama kawan-
kawannya sementara saksi Robert berhasil lolos. Gunawan 
menyeret korban ke pinggir jalan, Selanjutnya Gunawan 
langsung menikam dada sebelah kiri korban. Twrdakwa 
RESKIADY menikam menggunakan badik sebanyak satu 
kali ke tubuh korban. Meskipun Terdakwa menyangkal beita 
acara Pemeriksaan Penyidikan namun penyangkalan 
terdakwa tersebut tidak beralasan sehingga keterangan 
terdakwa dalam berita acara penyidikan sebagai tersangka 
membuktikan bahwa tersangka adalah salah satu 
pelakunya. Berdasarkan keterangan para saksi bahwa 
Gunawan memang sudah memberitahu kepada Terdakwa 




lalu mereka dan Terdakwa ikut mencari korban maka Unsur 
sengaja telah terpenuhi, Namun demikian dari keterangan 
para saksi serta Terdakwa tidak ada yang menunjukan 
mereka sebelumnya merencanakan bagaimana caranya dan 
apa yang hendak di lakukan setelah bertemu dengan korban 
maka Majelis hakim memeperoleh kesimpulan bahwa 
perbuatan yang dilakukan saksi dan Terdakwa merupakan 
perbuatan spontan, oleh karena itu Unsur direncanakan  
menurut majelis hakim tidak terpenuhi. Karena salah satu 
unsur dalam pasal 340 KUHP dalam dakwaan altenatif 
subsideritas Kesatu primer tidak terpenuhi maka Terdakwa 
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak 
pidana dalam dakwaan alternatif subsideritas Kesatu Pasal 
340 KUHP dan harus dibebaskan dari dakwaan tersebut. 
Selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan 
alternatif subsideritas Kesatu subsider Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 
ayat (1) ke 1 KUHP yang bunyinya : 
“Barang siapa merampas nyawa orang lain, diancam karena 
pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun” 
Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP mengandung 
unsur unsur : 






Sedangkan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP mengandung unsur 
I.   Dipidana sebagai pelaku tindak pidana  
II. Mereka yang melkukan, yang menyuruh melakukan 
dan yang turut serta melakukan perbuatan. 
 
    Ad. 1. Unsur Barangsiapa 
Unsur barang siapa ini telah diertimbangkan dalam dakwaan 
alternatif subsideritas Kesatu primer dan dinyatakan telah terpenuhi 
dan di jadikan pertimbanagan unsur barangsiapa dalam dakwaan 
alternatif subsideritas Kesatu subsider, oleh arena itu unsur barang 
siapa telah terpenuhi. 
    
 
 Ad. 2. Unsur dengan sengaja 
 Unsur dengan sengaja ini telah dipertimangkan pula dalam          
dakwaan alternatif subsideritas Kesatu primer dan dinyatakan telah 
terpenuhi dan dijadikan pertimbanagan unsur dengan sengaja dalam 
dakwaan alternatif subsideritas kesatu subsider, oleh karena itu unsur 
dengan sengaja telah terpenuhi. 
Ad. 3. Unsur merampas nyawa orang lain 
 Berdasarkan keterangan saksi-saksi tentang kronologis kejdian dan 




tanggal 20 mei 2016 yang dibuat oleh dr. MALUDDIN M., Sp.F. pada 
RS. BHAYANGKARA Makassar Instalasi kedokteran forensik 
menyatakan korban Muh. Ali Imran Djafar meninggal dunia 
berdasarkan: 
- Luka tusuk pada dada kiri dan perut kiri dapat sesuai 
persentuhan tajam. 
- Luka pada kepala belakang disertai pendarahan aktif. 
Kematian korban dapat berhubungan dengan luka tusuk pada dada 
kiri. Berdasarkan pertimabangan tersebut maka unsur merampas 




Selnjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal 55 ayat(1) ke 
1 KUHP yang unsur unsurnya 
1.  Dipidana sebagai pelaku tindak pidana 
2. Mereka yang melakukan, mereka yang menyuruh melakukan 
dan yang turut serta melakukan perbuatan. 
Majelis hakim berpendapat karena mereka saksi-saksi dan 
terdakwa sudah diberitahu oleh Gunawan kalau Gunawan ada masalah 
dengan korban lalu saksi-saksi dan Terdakwa ikut pergi mencari 
korban. Setelah para saksi memukuli korban dan menyeretnya ke 




juga ikut menikam korban dengan badik yang dibawanya. Dikarenakan 
mereka bersama-sama melakukan perbuatannya hinga mengakibatkan 
korban meninggal dunia menurut Majelis Hakim telah ada kerja sama di 
antara mereka oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi. 
Berdasarkan uraian pertimbanagan tersebut diatas, maka seluruh 
unsur-unsur dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP 
telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan 
bahwa terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana sebagaimna yang didakwakan oleh jaksa 
penuntut umum dalam dakwaan Alternatif Subsideritas Kesatu 
Subsider. 
Oleh karena itu kesalahan terdakwa sebagaimana tedalam 
dakwaan tersebut dalam dakwaan JPU telah terbukti, sedangkan 
dalam perkara ini tidak ditemukan adanya suatu fakta yang dapat 
dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat 
menghapuskan atau meniadakan pemidanaan atas diri terdakwa 
sehingga dengan demikian terdakwa patut dijatuhi pidana yang 
setimpal dengan kesalahannya tersebut. 
Oleh karena Terdakwa dalam Pemeriksaan perkara ini Terdakwa 
ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang 




2. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi bagi 
pelaku tindak pidana pembunuhan yng dilakukan secara bersama-
sama dalam perkara Nomor : 1384/PID.B/2016/PN.Mks 
 Untuk keyakinan Hakim itu sekurang-kurangnya harus ada dua alat 
bukti yang sah.Dalam system negatief wettelijk ada dua hal yang 
merupakan syarat yaitu wettelijk dan negatief. Wettelijk dimaksudkan 
dengan alat-alat bukti yang sah dan yang ditetapkan oleh undang-
undang, sedangkan negatief adalah dengan alat bukti yang sah 
ditetapkan oleh undang-undang saja belum cukup bagi hakim pidana 
menganggap bukti sudah diberikan, akan tetapi masih dibutuhkan 
adanya keyakinan hakim, dengan demikian antara alat bukti dan 




Menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti yang diakui adalah: 
a. Keterangan saksi; 
b. Keterangan ahli; 
c. Surat; 
d. Petunjuk; dan 
e. Keterangan terdakwa. 
 Rumusan tersebut di atas apabila dihubungkan dengan putusan 




dijadikan pertimbangan yuridis oleh hakim adalah semua fakta yang 
terungkap dipersidangan. Fakta yang dimaksud adalah dalam bentuk 
alat-alat bukti seperti yang dikehendaki secara limitative oleh Jaksa 
Penuntut Umum adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa 
serta barang bukti. 
a. Alat bukti keterangan saksi 
Kesaksian adalah suatu keterangan dengan lisan di muka hakim 
dengan sumpah tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu yang ia 
dengar, lihat dan alami dan ia rasakan, ketahui dan dinyatakan di 
mika persidangan. 
Untuk sahnya keterangan saksi menurut KUHAP adalah sebagai 
berikut: 
a. Pasal 160 ayat (3) KUHAP 
Sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan 
sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, 
bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan 
tidak lain daripada yang sebenarnya. 
b. Pasal 1 butir 27 KUHAP 
keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara 
pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu 
peristiwa pidana yang ia dengar dan ia alami sendiri dengan 
menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. 
Jika dihubungkan dengan putusan Pengadilan Negeri 




membuktikan kesalahan terdakwa maka hakim telah memeriksa 8 
0rang saksi yaitu : 
1. Saksi Nurbaya 
2. Saksi Robert 
3. Saksi Abd Azis alias Ato 
4. Saksi Resky alias Panjang 
5. Saksi Muhammad Ikram alias Ullas 
6. Saksi Firmansyah alias Firman 
7. Saksi Waldy Jamaluddin alias Waldy 
8. Saksi Erwinsyah alias Erwin 
Masing-masing saksi terlebih dahulu disumpah dengan 
keyakinan masing-masing 
b. Alat bukti keterangan terdakwa 
 Pasal 189 ayat (1) KUHAP merumuskan tentang pengertian 
keterangan terdakwa yaitu sebagai berikut: 
“Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di 
sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia 
ketahui sendiri atau ia alami sendiri.” 
Rumusan pasal 189 KUHAP di atas diketahui bahwa 
keterangan terdakwa itu adalah sama dengan artinya 
pengakuan dari terdakwa. Guna menentukan kesalahan 
terdakwa tidaklah cukup hanya dari pengakuan terdakwa 
melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. 
Dengan demikian keterangan terdakwa baru dapat menjadi 
alat apabila keterangan terdakwa itu dibarengi dengan alat-alat 
bukti yang lain disamping keterangan-keterangan dari pihak si 




Jika dihubungkan dengan kasus yang penulis teliti terhadap 
putusan Pengadilan Negeri Makassar nomor 
1384/Pid.B/2016/PN.Mks dapat disimpulkan bahwa keterangan 
terdakwa itu sama dengan arti pengakuan dari terdakwa. 
Pengakuan yang dimaksud di sini adalah ucapan dan perbuatan 
yang dilakukan oleh terdakwa, dengan suatu tuduhan atas 
dirinya mengenai perbuatan dan kesalahan yang diucapkan di 
dalam maupun di luar sidang pengadilan. 
Keterangan terdakwa yang dapat diklasifikasikan sebagai 
keterangan terdakwa di luar sidang ialah keterangan yang 
diberikan dalam pemeriksaan penyidikan, keterangan itu dicatat 
dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh penyidik dan 
tersangka. Dalam memberikan keterangan terdakwa harus 
diikuti dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan saksi di 
samping juga keterangan dari korban yang membenarkan 
tentang pengakuan dari si terdakwa. 
 
Proses peradilan dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar 
nomor 1384/Pid.B/2016/PN.Mks, apabila dikaitkan dengan rumusan 
tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan sebagimana diatur 




fakta-fakta hukum yang terbukti benarnya bahwa telah terjadi tindak 
pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama, 
sebagaimana di atur dalam pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat(1) ke-1 
KUHP, Sehingga Terdakwa Reskiadi dapat dinyatakan tbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah dalam tindak pidana pembunuhan 
yang dilakukan secara bersama-sama. 
Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara nomor: 
1384/Pid.B/2016/PN.Mks juga telah mempertimbangkan terhadap 
hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagaimana 
diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf  f  KUHAP.  
Dalam hubungannya dengan majelis yang menjatuhkan pidana 
penjara selama 12 (dua belas) tahun, hal ini menurut hemat penulis 
telah sesuai dengan tujuan pidana dan pemidanaan. Berdasarkan 
alat-alat bukti yang sah yang telah diajukan dalam perkara tersebut 
di atas dan ditinjau dari persesuaian antara alat bukti yang satu 
dengan alat bukti yang lain, dengan mempertimbangkan nilai 
pembuktian masing-masing alat bukti, di samping itu juga telah 
mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan 
para terdakwa sesuai dengan Pasal27 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta 
mendasarkan pada fakta di persidangan bahwa perbuatan terdakwa 




KUHP. Maka hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa terdakwa 
terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana 
pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama. 
Berdasarkan pemeriksaan selama persidangan tidak ditemukan 
adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf pada terdakwa yang 
dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap 
mereka, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan 
perbuatannya.Oleh karena itu hakim menjatuhkan pidana kepada 
terdakwa yaitu 12(dua belas) tahun penjara, dikurangi masa tahanan 
yang telah dijalani untuk seluruhnya. 
Dasar penjatuhan pidana tersebut di atas oleh hakim didasarkan 
pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor : 4 Tahun 
2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta mendasarkan pada tidak 
ditemukannya alasan pembenar dan alasan pemaaf  bagi terdakwa 
serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa.  
Dalam menjatuhkan putusan persidangan  terdakwa juga hadir, 
dengan demikian pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
putusan dengan dihadiri oleh terdakwa. Hal ini telah sesuai dengan 





(1) Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa 
kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain.  
(2) Dalam hal terdakwa lebih dari seorang terdakwa dalam satu 
perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa 
saja.  
Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Perkara No. 
1384/Pid.B/2016/PN.Mks juga ditemukan bahwa Hakim di dalam 
menjatuhkan pidana juga mendasarkan pada masalah-masalah sosial 
yaitu masalah korban, masalah terdakwa dan dampak kepada 
masyarakat. 
Mengenai masalah sosial korban menurut Moeljatno 
(1985:60),yaitu  
“pidana kita bukan saja harus dipandang untuk mendidik si 
terpidana ke arah jalan yang benar seperti anggota masyarakat 
yang lainnya (membimbing) tapi juga untuk melindungi dan 
memberi ketenangan bagi masyarakat (mengayomi). 
Tujuan pemidanaan yang dikehendaki tidak hanya sebagai 
pengimbalan semata, namun terkandung adanya tujuan lain 
misalnya kesejahteraan masyarakat atau perbaikan narapidana. 
Pemidanaan selain dilakukan dengan berorientasi ke muka 
(prospektif) hal lain terlihat bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk 
memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan 




Sebagaimana halnya dengan putusan Pengadilan Negeri 
Makassar nomor: 1384/Pid.B/2016/PN.Mks., hakim juga telah 
mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan 
terdakwa, yang di dalamnya terdapat suatu kepentingan para 
terdakwa, keadaan keluarga korban, dan juga mempertimbangkan 
hal-hal yang memberikan perhatian dan perlindungan terhadap 
masyarakat pada umumnya.  
Hal-hal yang meringankan terdakwa : 
- Terdakwa berlaku sopan dan memperlancar jalannya 
persidangan 
-    Terdakwa belum pernah dihukum. 
-    Terdakwa masih berusia muda 
 
Hal-hal yang memberatkan terdakwa : 
-    Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat. 












 Berdaarkan pembahasan pada hasil penelitian, maka diperoleh 
kesimpulan sebagai berikut 
1. Penerapan hukum pidana materil pada kasus Putusan Nomor 
1384/PID.B/2016/PN.Mks, penerapan hukuman pidana pada perkara 
ini yakni Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP, yang 
mengandung unsur-unsur sebagai berikut; 
- Barang siapa, Dengan sengaja, Menghilangkan nyawa 
orang lain 
  Sedangkan pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP mengandung unsur; 
  1.Dipidana sebagai pelaku tindak pidana 
- Mereka yang melakukan, yang menyuruh 
melakukandan yang turut serta melakukan perbuatan. 
Dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal 338 KUHP jo 
Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan juga telah di dapat fakta fakta 
persidangan berupa barang bukti, keterangan para saksi, dan 
keterangan terdakwa yang telah berekesesuaian, sehingga 




tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara besam-sama 
sebagaimana telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. 
2. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan putusan bagi 
pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam putusan 
Nomor 1384/Pid.B/2016/PN.Mks, adalah Pasal 338 KUHP jo Pasal 
55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 84 KUHAP tentang dasar mengadili 
dan Pasal 183 KUHAP tentang dasar memutus, dimana perbuatan 
telah memenuhi rumusan Undang-undang melawan hukum dan juga 
tidak ada alasan pembenar dan pelaku melakukan perbuatan 
tersebut dengan segaja dan tidak ada alasan pemaaf. 
Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti yang diakui adalah: 
 keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, 
keterangan terdakwa. 
 
Berdasarkan Pasal tersebut, Hakim yang memeriksa, mengadili 
dan memutuskan perkara putusan nomor 1384/Pid.B/2016/PN.Mks 
mempunyai 3 (tiga) alat bukti, yaitu: 
1. Alat bukti keterangan saksi 
 Dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 
1384/PID.B/2016/PN.Mks, Hakim telah memeriksa 8 orang saki yaitu : 




2. Saksi Robert 
3. Saksi Abd Azis alias Ato 
4. Saksi Resky alias Panjang 
5. Saksi Muhammad Ikram alias Ullas 
6. Saksi Firmansyah alias Firman 
7. Saksi Waldy Jamaluddin alias Wald 
8.  Saksi Erwinsyah alias Erwin 
2. Alat bukti keterangan terdakwa 
Dalam persidangan telah didengar keterangan terdakwa hal ini sesuai 
dengan pasal 189 ayat (1) KUHAP. 
3. Barang bukti 
 Empat buah busur anak panah 
 Satu unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau 
 Dua lembar pakaian korban 
 Satu unit sepeda motor Honda spacy warna hijau 
Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkata tersebut 
juga telah mempertimbangkan terhadap hal-hal yang memberatkan dan 
meringankan terdakwa sebagimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) 
huruf f KUHAP. 
 
Hal-hal yang meringankan terdakwa : 





-     Terdakwa belum pernah dihukum. 
-     Terdakwa masih berusia muda 
 
Hal-hal yang memberatkan terdakwa : 
-   Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat. 
- Perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan bagi keluarga 
korban. 
Berdasarkan pemeriksaan selama persidangan tidak ditemukan 
adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf pada terdakwa yang 
dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap 
terdakwa. 
Majelis hakim memutuskan pidana terhadap terdakwa Reskiadi 
dengan pidana penjara masing-masing selama 12(dua belas) tahun, 
masa penahanan yang telah dijalani oleh  terdakwa dikurangkan 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta mendasarkan pada 
fakta bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan Pasal 
338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka hakim 
berkeyakinan dan berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah 
dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pembunuhan yang 







Pidana yang dijatuhkan oleh Hakim bukan saja ditujuhkan bagi 
diri si pelaku tindak pidana, tetapi juga ditujuhkan dan diharapkan 
berdampak pada masyarakat pada umumnya, maka dalam 
menjatuhkan pidana Majelis Hakim diharapkan memperhatikan 
tujuan pemidanaan, sehingga masyarakat akan menyadari dan tahu 
bahwa melakukan tindak pidana akan dikenakan sanksi sesuai 
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